SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang merupakan
tuntutan dalam tata kelola pemerintah guna terciptanya
aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan
bermartabat serta memiliki integritas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan tuntutan masyarakat
akan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih,
berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
didukung dengan peraturan yang mengendalikan dan
mengelola gratifikasi terhadap aparatur pemerintah;

c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
mengamanatkan untuk dibentuknya suatu pengaturan
Pengendalian Gratifikasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3465);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 );

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 135);



Menetapkan :
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9. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 tahun 2018 tentang
Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DENPASAR.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.

3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Denpasar.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Denpasar.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat

KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas

dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Pejabat/Pegawai adalah  Walikota, Wakil Walikota,
Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan
Usaha Milik Daerah, Pegawai yang bekerja untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Denpasar.

8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu

o o

meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket  perjalanan, akomodasi, perjalanan  wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

9. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang
diterima oleh Pejabat/Pegawai, yang berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya.
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Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai
yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman yang
menjelaskan Etika dan Tata Perilaku Aparatur untuk
melaksanakan praktek - praktek penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya
disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun
sistem pengendalian praktik-praktik gratifikasi yang
meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan
evaluasi atas sistem dimaksud.

Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat
UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan
tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap
penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta
pelaporannya.

Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/pegawai dilingkungan
Pemerintah Daerah atau pihak lain yang mempunyai
hubungan keluarga/kekerabatan/social lainnya dengan
pejabat/pegawai dimaksud yang menerima gratifikasi.
Goodie bag gimmick adalah tas yang berisi barang atau
produk suatu instansi/perusahan, pada umumnya berlogo
instansi/perusahaan, yang digunakan sebagai sarana
promosi instansi/perusahaan tersebut.

Pemberi Gratifikasib adalah para pihak baik perorangan
maupun lembaga yang memberikan gratifikasi kepada
penerima gratifikasi.

Pelapor adalah orang yang melaporkan atas penerimaan
gratifikasi.

Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang
bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi
melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelapor
gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Penerimaan Gratifikasi

Pasal 2

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

a.
b.
C.
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penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan; dan
penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan.
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Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a.

penerimaan uang terima kasih oleh Pejabat/Pegawai dari
pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang
berhubungan dengan jabatan penerima;

penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, barang,
fasilitas, akomodasi oleh Pejabat/Pegawai dari pihak
ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena
kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;

. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang,

fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat
panitia pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa
terkait proses pengadaan barang/jasa yang sedang
dijalankan;

penerimaan tidak resmi dalam bentuk wuang, barang,
fasilitas atau akomodasi  yang  diterima  oleh
Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atas
perjanjian kerjasama yang tengah dijalin;

. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh

Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga;

penerimaan uang/barang oleh Pejabat/Pegawai dalam
kegiatan suatu pesta perkawinan/pernikahan, parcel pada
saat hari raya keagamaan, sumbangan berupa catering
pada saat melaksanakan pesta perkawinan/pernikahan
dan/atau pesta wulang tahun dan pemberian pada
acara/event lainnya dari pihak ketiga yang melebihi
batas kewajaran dalam equivalency rupiah dari masing-
masing pihak pemberi;

penerimaan fasilitas transportasi akomodasi, uang saku
oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait
pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang didasarkan
pada penunjukan langsung dari instansi/lembaga
pengundang;

penerimaan fasilitas entertaiment, fasilitas wisata, voucher
dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan
kewajibannya dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan
penugasan yang diterima; dan

penerimaan berupa potongan harga khusus (discount) pada
saat membeli barang oleh pegawai dari pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Atas penerimaan gratifikasi yang dianggap suap
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditolak,
kecuali :
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a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu, maupun
lokasi proses penerimaan serta tidak diketahui
identitas dan alamat pemberi; dan

b. menyebabkan terganggunya nama baik pegawai,
sepanjang bukan dalam bentuk uang dan surat
berharga serta tidak melebihi batas kewajaran dalam
equivalency rupiah dari masing-masing pihak pemberi.

(2) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus dilaporkan kepada UPG, paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dalam
Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

a.

(1)

(2)

(3)

penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku,
jamuan makan oleh Pejabat/Pegawai dan penyelenggara
Negara dalam kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan
kewajiban dari Instansi/lembaga berdasarkan penunjukan
dan penugasan resmi dari instansi/lembaga;

penerimaan plakat, vandal, goody bag gimmick dari panitia
seminar, lokakarya, pelatihan oleh Pejabat/Pegawai dari
instansi/lembaga yang mana keikutsertaannya
berdasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi dari
instansi/lembaga; dan

. penerimaan hadiah oleh Pejabat/Pegawai pada waktu

kegiatan kontes/kompetisi terbuka dalam kedinasan.
Pasal 6

Atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan harus
ditolak, jika dalam bentuk uang dan atau nilainya melebihi
batas kewajaran, dengan kondisi nilai Gratifikasi telah
diketahui sebelum penerimaan terjadi.

Atas gratifikasi dalam kedinasan dapat diterima jika bukan
dalam bentuk uang dan atau nilainya dibawah batas
kewajaran dengan kondisi nilai Gratifikasi baru diketahui
setelah terjadi penerimaan.

Penolakan maupun penerimaan  gratifikasi dalam
kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), harus dilaporkan kepada UPG, selambat- lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 7

Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
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a. keuntungan/manfaat yang  berlaku  umum bagi
masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan
saham secara pribadi oleh Pejabat/Pegawai;

b. makanan dan minuman siap saji salam jamuan yang
berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian
kegiatan kedinasan;

c. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang
dilakukan secara  terbuka bagi masyarakat dan
diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;

d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta
koperasi Pejabat/Pegawai berdasarkan keanggotaanya
dalam koperasi pegawai negeri;

e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan,
seminar, lokakarya, baik yang dilakukan di dalam maupun
diluar rangkaian kedinasan;

f. penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh
pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan
maupun persetujuan tertulis;

g. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik
maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian
kegiatan kedinasan;

h. penerimaan parcel pada hari raya oleh
Pejabat/Pegawai yang bukan berasal dari pihak ketiga
mempunyai hubungan dengan Pemerintah Daerah; dan

i. penerimaan dari hasil mengajar diluar jam kerja dari
instansi/Lembagai lain, sesuai dengan keahliannya.

Pasal 8

Penerimaan yang masuk kategori Gratifikasi bukan suap dan
bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
dapat diterima dan dimiliki pemanfaatannya oleh Penerima
Gratifikasi tanpa ada kewajiban melaporkan kepada UPG.

Bagian Kedua
Penolakan Gratifikasi

Pasal 9
Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak penerimaan Gratifikasi
dengan sopan dan santun serta menjelaskan aturan
Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.

Pasal 10

Atas penolakan penerimaan Gratifikasi yang telah dilakukan,
maka Pejabat/Pegawai tersebut harus melaporkan selambat-
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lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan penerimaan
Gratifikasi kepada UPG.

Bagian Ketiga
Pemberian Gratifikasi

Pasal 11

Setiap Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar dilarang memberikan Gratifikasi yang dianggap

suap.

Pasal 12

(1) Pemberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan

dengan syarat memenuhi ketentuan:

a. Pemberian dilaksanakan dari Pemerintah Daerah
kepada Instansi pemerintah lainnya/koperasi/individu,
berupa:

1. Pemberian kepada individu terdiri dari:

jdih.denpasarkota.go.id

a.

pemberian kepada perorangan dalam
bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang
berlaku umum dan diberikan kepada setiap
orang; dan

. pemberian sebagaimana dimaksud pada angka

1 huruf a termasuk pemberian sumbangan dan
pemberian lainnya yang bersifat resmi dan
berlaku umum dalam rangka kegiatan
sosialisasi/temu wicara.

2. Pemberian kepada Instansi pemerintah terdiri dari:

a.

b.

pemberian ditujukan langsung kepada
instansi;

penerima pemberian merupakan wakil
instansi yang sah berdasarkan penunjukan dari
instansi Penerima Gratifikasi;

pemberian tidak bertentangan dengan
aturan penerimaan gratifikasi yang berlaku di
instansi Penerima Gratifikasi;

pemberian tidak untuk tujuan suap/gratifikasi
yang dianggap suap;

pemberian dalam kegiatan berupa pemberian
akomodasi, jamuan makan, barang, atau uang
kepada wakil instansi pemerintah yang sah
dalam rangka kegiatan pertemuan
(rapat/gathering/sosialisasi/ workshop) yang
merupakan agenda Pemerintah
Daerah/instansi/lembaga  dan dilaksanakan
secara kumulatif dalam jangka waktu
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tertentu/satu tahun dan tidak melebihi standar
nilai maksimal pemberian dalam equivalency
rupiah kepada masing- masing penerima; dan

f. pemberian dalam bentuk sponsorship atau
sumbangan berdasarkan  proposal resmi dari
instansi/lembaga yang mengajukan.

(2) Setiap pejabat/Pegawai wajib melaporkan kepada UPG

(1)

(2)

(3)

apabila pemberian tidak sesuai dengan ketentuan
dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Permintaan Gratifikasi

Pasal 13

Setiap Pejabat/Pegawai apabila diminta untuk memberikan
Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian,
hendaknya melakukan penolakan secara sopan dan
santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan
penjelasan terkait kebijakan dan aturan Gratifikasi kepada
pihak ketiga dan apabila diperlukan dapat menyampaikan
pedoman tersebut kepada pihak ketiga sebagai bagian dari
sosialisasi.

Apabila permintaan menjurus kepada pemerasan dan/atau
pemaksaan yang terkait dengan kelancaran
instansi/lembaga, maka Pejabat/Pegawai dimaksud agar
segera  melaporkan  permintaan = tersebut  kepada
Inspektorat.

Atas laporan permintaan yang menjurus
pemerasan/pemaksaan  tersebut, Inspektorat  akan
melakukan kajian dalam kaitan dengan ketentuan
pengendalian  Gratifikasi, dan apabila diperlukan
dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berwenang.

BAB III
STANDAR NILAI

Pasal 14

Standar nilai yang dianggap wajar dalam penerimaan,
pemberian dan/atau pemanfaatannya yang berupa pemberian
fasilitas atau barang yang dinilai dalam equivalency rupiah
dalam pedoman pengendalian gratifikasi, meliputi:

a.
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standar nilai penerimaan yang dianggap suap, pada
kondisi penolakan yang dapat menyebabkan terganggunya
nama baik instansi/lembaga, berapapun nilai dari
penerimaan tersebut;
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b. standar nilai penerimaan dalam kedinasan maksimal
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per
masing-masing pemberi;

c. standar nilai pemberian dalam bentuk jamuan makan
kepada wakil instansi pemerintah pada waktu
kegiatan instansi/lembaga maksimal Rp.500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) per masing-masing penerima dalam
setiap kegiatan;

d. standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas
entertaiment dalam kegiatan olah raga (golf/olah raga
lainnya) atau kegiatan hiburan lainnya kepada wakil
instansi pemerintah dengan maksimal Rp.1.000.000,- (satu
juta rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap
kegiatan;

e. standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai
honorarium (peserta/narasumber) yang mengikuti suatu
kegiatan kepada wakil instansi pemerintah disesuaikan
dengna Standar Belanja Umum (SBU) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah; dan

f. standar nilai pemberian dalam bentuk barang, voucher
dan bentuk lainnya seperti goody bag/tool kit, dalam
kegiatan pertemuan (rapat/sosialisasi/workshop) kepada
wakil instansi pemerintah nilai maksimal Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) per masing-masing penerima dalam
setiap kegiatan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 15

(1) Pemantauann dann pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh UPG yang
merupakan Unit Kerja Add Hoc yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat UPG berada di Inspektorat Kota Denpasar

(3) UPG terdiri dari :

a. ketua;

b. sekretaris;

c. unsur Inspektorat; dan

d. unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan

Pemerintah Daerah.

(4) Pembentukan dan susunan keanggotaan UPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

(5) Tugas dan Wewenang UPG meliputi :

a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Pegawai dan
menyampaikan pelaporan Gratifikasi tersebut ke KPK;
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b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat- menyurat
kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan pedoman ini;

c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan
Gratifikasi oleh Pemerintah Daerah maupun oleh
Penerima Gratifikasi (Pejabat/Pegawai);

d. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu
dan atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan
penerapan program pengendalian Gratifikasi;

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada
Inspektorat apabila terjadi pelanggaran pedoman
Gratifikasi oleh Pejabat/Pegawai dan melaporkan hasil
penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris
Daerah dan KPK; dan

f. melakukan sosialisasi pedoman Gratifikasi kepada
Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BABV
IMPLEMENTASI

Pasal 16

Dalam rangka menjamin bahwa pedoman ini dapat diketahui
oleh seluruh Pejabat/Pegawai dan pihak ketiga yang
berhubungan dengan instansi/lembaga, pemerintah daerah
perlu :

a.
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mencantumkan ketentuan larangan penerimaan,
pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap
pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa
dan/atau pada kontrak pengadaan barang/jasa serta
surat-surat yang disampaikan kepada instansi/lembaga
atau pihak ketiga lainnya;

menugaskan kepada UPG untuk secara terus menerus
memberikan informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai
maupun pihak ketiga terkait dengan adanya pedoman
Gratifikasi;

menugaskan kepada seluruh wunit kerja di lingkungan
Perangkat Daerah yang memiliki hubungan kerja dengan
pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman
Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait;
memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun
terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman
Gratifikasi; dan

menugaskan UPG memonitor pelaksanaan pedoman ini
dan memberikan laporan secara berkala sekurang-
kurangnya 1 kali dalam setahun kepada Sekretaris Daerah
mengenai implementasi yang timbul setelah ditetapkannya
Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

jdih.denpasarkota.go.id

SALINAN

BAB VI
PROSES PELAPORAN

Pasal 17

Setiap Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui
adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini,
melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang
berlaku kepada Walikota melalui Inspektorat melalui UPG.
UPG menjamin kerahasiaan proses pelaporan Gratifikasi
yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai maupun pihak
ketiga.

Proses pelaporan dalam program pengendalian gratifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan atas
penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan
gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan
gratifikasi;

b. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan penolakan
atas penerimaan gratifikasi kepada UPG selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaporan
penolakan atas penerimaan gratifikasi;

c. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan atas
pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai
dengan ketentuan pemberian gratifikasi;

d. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan permintaan
dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan
dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran
lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada UPG;

e. Inspektorat menyampaikan Laporan Program
Pengendalian gratifikasi terkait proses
audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya;

f. UPG menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan
Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK;

g. UPG menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan
dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang
dikelolanya setiap bulan kepada KPK; dan

h. UPG menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan
dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan,
Pemberian dan Permintaan kepada Sekretaris Daerah
secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam
setahun.

Format Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana tercantum dalam lampiran [ dan Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.



SALINAN

BAB VII
SANKSI

Pasal 18
Setiap Pejabat/Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi
administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Januari 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAEARAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 6

jdih.denpasarkota.go.id



SALINAN

Lampiran I

Peraturan Walikota Denpasar

Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Denpasar

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Lengkap
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa pada periode

- Tidak Menerima Gratifikasi

(Hanya diisi apabila ada penerimaan Gratifikasi)

saya :
Menerima Gratifikasi

|

N | Jenis Bentuk | Waktu |Nam |Perkira | Hubun | Alasan | Keteran
o | Penerim | Penerim | Penerim | a dan | an Nilai | gan Penerim | gan
aan aan aan Alam | Penerim | dengan | aan Pelapor
at aan Pembe an *)
Pemb ri
eri
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang segaja tidak saya

laporan atau dilaporkan tidak  benar  maka saya  bersedia
mempertanggungjawabkan secara hokum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, ...c.occevviiiiiiiiiiiiiiiiiieeenn,

Yang Membuat Pernyataan

Materai

Rp.6000

*) Diisi tanggal pelaporan ke UPG, apabila penerimaan tersebut sudah
dilaporkan

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

jdih.denpasarkota.go.id




SALINAN

Lampiran II

Peraturan Walikota Denpasar

Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Denpasar

Komisi Pemberantasan Korupsi
LAPORAN GRATIFIKASI
ada Yth.
PENGIRIM Xop AR
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI b \\
Nama AL EH RO AN SRR F SR UL OIS S REPUBLIK INDONESIA 3
Alamat JL. H.R. RASUNA SND KAV. C-1
JAKARTA SELATAN 12920 \‘
KOTAK POS 575 |
Dokumen ini adalah rahasi gara, Dil @ buka tanpa izin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/0113/05/2014
R
A
GRATIFIKASI TATA CARA PENYAMPAIAN \ X
AKAR KORU PSI ® Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirirmian melalui \ .‘1
surat/faks femail fonline ke: A1
Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi “~

I H.R. Rasuna Said Kaw, C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
E-mail: pelaporan gratificasi®kpk go.id
® Laporan gratifiasi dilapockan oleh penerima gratifikas paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima,
® Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkail penerimaan gratifikasi. i
® Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat
penyampaian laporan gratifikasi,
@ Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:

www.kpk.go.id /gratifikas|

® Untuk informasi edukas, download aplikas gratifikasi via Android dan i0S.
o To LA K Nama aplikasi “GRATIs" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).
b ATAU
TTA
1] UU Nomor 30 Tahun 2002 g Xomisi Pember Korupsi Pasal 16:
) i I-APORKAN Setiap pegawai negeri atau peryelenggara negara yang menerima gratifikasi wagb melaporkan
\' 1A kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR
L | Nama Lengtap

2. | Tempat &7gl. Lahir I No. KTP (NIK) :

1
3. | labatan/Pangkat/Golongan 1

4. | Urasan Instansi : | a. Nama instans: :
(Kementenan/lembaga/ b, Unit eselon VIIVIV/Unit Kerja
BUMN/BUMD/Pemernntah
Daerah/dil)

_——

‘ 6. | Alamat Kantor - /
| [_‘I—[j—‘[j
/I Kode POS :

| Kel/Desa Kecamatan Kat/Xota Provinsi

7. | Alamat Rumah

I(oanOSl l l |l

P Kel/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi
[t ——
‘l 1] B | Alamat pengsriman suret *) |1 [ O Rumah l [ xantor *J: Sdlakan pifif don beri tanda | v ]

! A 9. | Alamat e-mail : | I Pin B8 / WA

A :

10. | Nomar Telepan : | Rumah : l Kantor : l Seluler :

.\:m.—)km memberian nomor kontok yong dopat dibabungi guna mempermadah proses penanganan fapoven)
N RN

jdih.denpasarkota.go.id



SALINAN

KPK URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

Komisi Pemberantasan Korupsi
*} Lembar ini dapat diperbanyek sesum kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKAS!

lenis Penermaan Harga/Milai Nominal/ £oae Peristwa Tempat dan Tanggal PO
Kode @ | Urasian ! Taksiran * | Penerimaan Penerimaan * *;_\'
e
[ o
Lainnya:

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

MNama

Pekerjaan dan Jabatan

Alamar flelepon/laks/
E-mail

Hubungan dengan
Pemben *

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian

Kranaologi pensrimaan

Dokumen yang dilampirkan'™ I Tidak ada 1 Ada, NN S s N N S S B S e s
Catatan tambahan (bila periu} '

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnyz. Apabila ada yang sengajs toak saya laporkan atau saya laporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi secara tdak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Pelapar,

1} Diiw kode janis pecerimasn
a. vang f. Thet penalanan %) Dusldokas (lokas ruangan, gedung, 2lamat) dan tanggal penenmaan
b Barang &, Fsditas penginapun ) Disi bari gratitikasi (perorangan/kelompok/badan usah
c Rabat (dekon) h. Perglanzn wissts ] ,‘, o igtaprtl s : B/ o",' . z o :' ’
& Komisi i, Pengrbatan cama<ums 7 b“.l. h‘uhuu.’r. anuulp-nm':o dutpr: pwv!-bw‘- ratilicasi seperti mitea
e. Pinjaman tanpa bunga |- Fasditas lainena harp/ o v < dil
2} Diiy uraian jers penerimean (beetuk, merk, tehun permbustsn, wena, d1) 8 x;;':;:':;:’.’"ﬂ s 1 ucapan Terima Kasib/penglangaan ek asasey’
3} Diis nila neminal/ taksiran nilal gratifikast yang cditenima [harga drosur/internet) - o P r
ot birsan sendin sesuai Bargs e fpekinaan appeanad] 9) Disi dengan uralan et (runtizan Er
4] Diis kode peristiwa panarimaan - 10)  Drisi dengan tands "Y' pacls kotorn yang sesum dan sebutksn jiks sds
2 o 11)  Diist dengan catatan shusus seperti permintoan perfindungan, waktu dan
o Terkail prenkabun/keagemsan/acara o Terkail tugas non pelayanan 2 S
adat e. Terkait seminar/diklatiworkshap ::m:;; mh ABabung KPK, dan hal M Lain yang pec disampaitan
b Terknit mutass/promoesi/pisen samied £ Tidek tahu P
d . Terkant bogas pelynan £ Lainmya [tul=kan pada kolom di atas)

. WU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atss UU Nomor 31 Tahen 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 128
(1} Setap gratfkas: bepach pegawsi reger atau peryelerggary negars Aanggsp pembenan suap, apabifa berhuburgan dengan jabatanrya dan yang berawanar dengan
kawnjExarenyy atau tgasmys, denpgan ketentusn sebingai betkut;
3. Yang ndaiys Rp 10.000.000,00 Isapuluh puta rupish| atau lsbh, pemouktian safrwa gravfikes tarsabot bukan merupscan suap dilskukan sleh penerima gravifikazi;
b Yang rdairys kursng dari Kp 10.000.000,00 [s=puluh kits rupish], pembuktan bahwa gratifikasi tersebut susp diskusn olsh peauntut umum
(2] Acara bagi pegawal negen 2%au perys erggara regars ssoagaimana dimaksud calam ayat (1) adalsh pidana penfara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat] tshun dan paling lama 20 [cus puluk ) tavun, den pidana dends paling sedikt fo 200.000.000.00 (dua ratus juts rupiah) den paling bamyak fp 1,000,000 000, 00 (saty
miyas rupishl.
Pasal 12C ayat (1) Keterriuan sebapsirars dimaksad dubarm Pasal 128 syst 1 Uoak beclatu it penerens mslspocken pratifikasi yung dilsrimamnys sepads Kamisi
Pemberantasan Tindak Pidans <oups.
Pausal 12C uyat (2): Fenyarmasan lknaran ssbagamara cimaksud dalam avat [1) wasb dilucskan ofeb persarima gratfias paling fambat 30 (tigs puluh] bari kecja techitung
sujnk tanggn gratificasi tersubut diterins

B

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

jdih.denpasarkota.go.id



